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Pertama, bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada
pendidikan tinggi di Kota Padang? Kedua, apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak bagi
Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi tersebut? Metode penelitian yang dilakukan
melakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan lansung ke lapangan
untuk memperoleh data primer yang akan dianalisis dengan peraturan hukum yang berkaitan
dengan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi. Berdasarkan data
yang penulis dapatkan di lapangan dalam penelitian yang telah dilakukan maka terlihat bahwa
pertama, pelaksanaan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di
kota Padang belum terlaksana secara optimal, dikarenakan penyediaan fasilitas fisik maupun
non fisik yang belum terpenuhi sebagimana yang dijelaskan di dalam aturan hukum yang
berlaku. Kedua, pemerintah daerah dan pihak penyelenggara pedidikan tinggi itu sendiri dalam
hal ini Universitas Andalas belum dapat menyediakan aksebilitas dan fasilitas penunjang
pemenuhan hak yang mustinya bisa diperoleh oleh para Penyandang Disabilitas.
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